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BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3\ TAIIUN 2OI3

TENTAITG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKR-EASI DAN OLAII RAGA UNTUK HARI RAYA,
TAHUIT BARU DAN HARI BESAR LIUNISYA

DENGAN RAIIMAT TUHAII YANG MAIIA ESA

Menimbang . a.

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur
besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
untuk Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar Lainnya
dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 61 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga Untuk Hari Raya, Tahun
Baru dan Hari Besar Lainnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peratural Bupati
Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
61 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah Raga Untuk Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar
Lainnya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa0o);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20O8 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s0s9);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1;
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Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
20 I I tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3)
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2Ol2 Ientang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
17 l t

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MO.IOKERTO TEITTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2OI2
TENTANG RBTRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLI\H RAGA
UNTUK HARI RAYA, TAHUN BARU DAN HARI BESAR
LAINITYA.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun
2O12 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Untuk
Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar l"ainnya (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2Ol2 Nomor 63) pada Pasal 2 ayat
(2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis

pelayanan.
(2) Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga untuk Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar Lainnya
ditetapkan sebagai berikut :

NO. JENIS PELAYANAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

(Rp.)
1 . Wana wisata Padusan :

a.Anak-anak
b.Dewasa

1O.OOO,-/ orang/ sekali masuk
12.500/orang sekali masuk

2. Air Panas Padusan :
a.Anak-anak
b.Dewasa

7.500,-/orang/ sekali masuk
1O.0OO,-/ orang sekali masuk

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah inr' dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal )O ?)"J\i eor}

BUPATI

MUSTO
Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal ?\ ?1 ti C,o ta

SEI(RETARIS DA.ERAII MOJOKERTO,

BERITA DAERAII KAAUPATET{ MO.'OKERTO TAIIUN 2013 NOIUOR


